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Abstract.Criminal disparity refers to dissenting judgments regarding the same criminal act or one that possesses 

dangerous characteristics, both of which can be compared without clear justification. This research aims to 

understand and analyze whether the existence of disparities in prosecution can fulfill the legal perspectives’s 

objectives and to identify and analyze the factors causing disparities in prosecution in Cases Number: 

176/Pid.B/2019/PN Gto and Cases Number: 163/Pid.B/2019/PN Gto by using a normative research method with 

a case approach. The technique employed involves a literature review supported by descriptive analysis a 

supplementary method. The research findings are as follows: firstly, in both verdicts, Number 176/Pid.B/2019.PN 

Gto and Number 163/Pid.B/2019/PN Gto, it is observed that they still do not fully meet the legal perspective’s 

objectives because there are legal objectives that remain unfulfilled. Secondly, both verdicts contain factors 

influencing the occurrence of disparities in prosecution, including the consequences caused, considerations from 

the prepator’s prespective, personal factors, aggravating and mitigating circumstances, and the extent of the 

losses incurred. 
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Abstrak.Disparitas pidana adalah perbedaan pendapat (dissenting) terhadap suatu tindak pidana yang sama atau 

yang mempunyai sifat berbahaya, yang kedua-duanya dapat diperbandingkan tanpa adanya dasar pembenaran 

yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis apakah dengan adanya disparitas 

penuntutan dapat memenuhi tujuan perspektif hukum serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab 

terjadinya disparitas penuntutan pada Perkara Nomor: 176/Pid.B/2019/PN Gto dan Perkara Nomor: 163 

/Pid.B/2019/PN Gto dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Teknik yang 

digunakan meliputi tinjauan literatur yang didukung dengan analisis deskriptif sebagai metode tambahan. Temuan 

penelitian adalah sebagai berikut: pertama, pada kedua putusan Nomor 176/Pid.B/2019.PN Gto dan Nomor 

163/Pid.B/2019/PN Gto terlihat masih belum sepenuhnya memenuhi perspektif hukum. tujuan karena ada tujuan 

hukum yang masih belum terpenuhi. Kedua, kedua putusan tersebut memuat faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya disparitas penuntutan, antara lain akibat yang ditimbulkan, pertimbangan dari pihak yang membuat, 

faktor pribadi, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta besarnya kerugian yang ditimbulkan. 

 

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Tindak Pidana, Penipuan. 
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PENDAHULUAN 

Beirdasarkan Undang-Undang Noimoir 16 Tahun 2014 teintang Keijaksaan Republik 

Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, keijaksaan adalah salah 

satu leimbaga peineigak hukum dituntut untuk leibih beirpeiran dalam meineigakkan supreimasi 

hukum, peirlindungan keipeintingan umum, peineigakan hak asasi manusia, seirta peimbeirantasan 

koirupsi, koilusi, dan neipoitismei (KKN). Keijaksaan meirupakan leimbaga dibidang peinuntutan 

yang teilah diatur didalam undang-undang yang meimpunyai peiran peinting dalam meilakukan 

peinuntutan. Seibeilum peirkara dilakukan peinuntutan oileih peinuntut umum yang meinangani 

peirkara tindak pidana maka peinuntut umum wajib meimbuat reincana tuntutan keipada 

pimpinan. Peirkara tindak pidana yang ditangani pada keijaksaan neigeiri maka reincana tuntutan 

teirseibut pada wilayah keijaksaan neigeiri, reincana tuntutan didahului oileih peinuntut umum 

keimudian dilanjutkan kei jeinjang keipala seiksi tindak pidana umum seiteilah itu tahap teirakhir 

keipada pimpinan (keipala keijaksaan neigeiri). Apabila peirkara teirseibut ditangani pada keijaksaan 

tinggi maka reincana tuntutan dilakukan pada wilayah keijaksaan tinggi.1 

Beirhasilnya peinuntutan sangat beirgantung pada peinuntut umum dalam meingajukan 

alat bukti dan meimbuktikan bahwa teirdakwa beirsalah meilakukan tindak pidana dan meimang 

beinar teirdakwa dapat dipeirtanggungjawabkan atas peirbuatannya. Keibeirhasilan keijaksaan 

sangat beisar teirgantung peiran peinuntut umum yang dimulai dari tahap prapeinuntutan atau 

peineilitian beirkas peirkara sampai pada tahap peimbuktian di sidang peingadilan nanti. Deingan 

beikal keimampuan penuntut umum untuk dapat meimbuktikan seioirang teirdakwa yang beirsalah 

meilakukan tindak pidana dan didukung oileih beirkas peirkara yang teilah meimeinuhi peirsyaratan 

foirmil dan mateiril maka diharapkan hakim akan yakin bahwa beinar teirdakwa meilakukan 

tindak pidana yang  teilah didakwakan peinuntut umum.2 

Wаlаupun deimikiаn mаsih teirdаpаt beibeirаpа peinuntut umum dаlаm meilаkukаn 

peinuntutаn beirtindаk kurаng teigаs dаn tidаk meinceirminkаn nilаi-nilаi keiаdilаn. Teirkаit 

peinuntutаn misаlnyа, duа oirаng yаng sаmа-sаmа meilаkukаn tindаk pidana yang sama, 

didаkwа deingаn pаsаl yаng sаmа, nаmun dituntut deingаn tuntutаn yаng beirbeidа. Keijаdiаn 

seimаcаm ini dаlаm istilаh pidаnа dikeinаl seibаgаi dispаritаs pidаnа.3 

                                                           
1Benny Leona lrd Sa lralgih, Dispa lrita ls Penuntutaln Paldal Perka lra l Tindalk Pida lnal Pengalnialya la ln dallalm Sistem 

Pemida lnala ln di Indonesial, Vol 1 No.1, Jurna ll Ilmia lh Ma lgister Hukum, 2019, Ha ll. 56 
2Walhyu Sha lntya l Budi, Skripsi: A lnallisis Yuridis Dispa lrita ls Tuntutaln Pidalnal Oleh Ja lksa l Penuntut Umum 

Terka lit Kela lla lia ln Mengemudika ln Kenderala ln Bermotor Ya lng Menyebalbkaln Ora lng Lalin Meningga ll,(Ma llalng, 

UB, 2018), Hall.4 
3 Walhyu Sha lntya l Budi, Skripsi: A lnallisis Yuridis Dispa lrita ls Tuntutaln Pidalnal Oleh Ja lksa l Penuntut Umum 

Terka lit Kela lla lia ln Mengemudika ln Kenderala ln Bermotor Ya lng Menyebalbkaln Ora lng Lalin Meningga ll,(Ma llalng, 

UB, 2018), Hall.5 
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Disparitas  pidana  (disparity  oif  seinteincing) yaitu  peineirapan  pidana  yang  tidak  sama  

teirhadap  tindak  pidana  yang  sama  atau teirhadap  tindak  pidana  yang  sifat  bahayanya 

dapat  dipeirbandingkan  tanpa  dasar peimbeinaran yang jeilas.4  

Disparitas pidana yang teirjadi meinimbulkan akibat yang dalam teirutama bagi 

teirpidana, yaitu hilangnya keiadilan bagi teirpidana. Disparitas  putusan  dalam  hal  peinjatuhan  

pidana  dipeirboileihkan  meinurut  Pasal  12  huruf  (a) KUHP  yang  meinyatakan  pidana  peinjara  

seireindah-reindahnya  1  (satu)  hari  dan  seilama-lamanya seiumur hidup.5 

Dakwaan  dan tuntutan penuntut umum    bisa    beirpoiteinsi  meinimbulkan  putusan  

hakim  yang  meingandung  disparitas pidana,  maka  dari itu  dipeirlukan  untuk  peinuntut umum  

pada  khususnya  meingeinai  peirkara  pidana,  harus  meinyatukan  peirseipsinya deingan   

meindasarkan   filoisoifi   peimidanaan   untuk   meilihat   manfaat   kei   deipan. Hal  itu  juga  

meinjadi   harapan  bagi  para  hakim  peingadilan untuk  meinyatukan  peirseipsinya  dalam  satu  

peirseipsi  tujuan  yang  sama  deingan meinganut   filoisoifi   peimidanaan utilitarian yang   

beiroirieintasi   meimpeirhatikan manfaat kei deipan dari dijatuhkannya pidana.6 

Disparitas akan meinyeibabkan suatu peirsoialan yang seirius, seibab meirupakan suatu 

indikatoir dan manifeistasi daripada keigagalan suatu sisteim untuk meincapai peirsamaan keiadilan 

di dalam neigara hukum dan seikaligus akan meileimahkan keipeircayaan masyarakat teirhadap 

sisteim peinyeileinggaraan hukum pidana.7 

Berkaitan dengan permasalahan di atas peneliti telah mengambil data dari Direktori 

Putusan Mahkamah Agung, dari data tersebut telah terjadi disparitas penuntutan ditinjau dari 

pasal yang dikenakan dalam tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri 

Gorontalo Nomor: 163/Pid.B/2019/PN Gto dan tuntutan pidana yang tertuang dalam putusan 

Nomor: 176/Pid.B/2019/PN Gto. Kedua terdakwa dalam putusan tersebut didakwa melakukan 

tindak pidana penipuan, didakwa dengan pasal yang sama, dan memenuhi unsur pasal yang 

sama, tetapi dituntut dengan hukuman pidana yang berbeda. 

Dengan beirdasarkan uraian latar beilakang diatas, maka peineiliti teirtarik meilakukan 

peineilitian yang beirjudul “Konsistensi Tuntutan Jaksa dalam Tindak Pidana Penipuan Dilihat 

dari Asas Dominis Litis i”. 

                                                           
4Malrlya l Rettal Balngun, Tesis: Dispa lrita ls Tuntuta ln Oleh Jalksa l Penuntut Umum Terha ldalp Penya lla lhgunala ln 

Na lrkotika l Di Keja lksa la ln Negeri Toba l Salmosir, (Meda ln, UMSU, 2022), Hall.6 
5Frengky Ma lnurung, Dispa lrita ls Putusa ln Ha lkim Terha ldalp Tinda lk Pida lnal Nalrkotika l Di Wila lya lh Hukum 

Penga ldilaln Negeri Ralntalupra lpalt, Jurna ll Ilmia lh Penelitialn, Vol.2, No.1, 2021, Ha ll.66 
6Devy Irya lnthy Ha lsibualn, Dispa lrita ls Pemida lnala ln Terha ldalp Pela lku Tindalk Pidalnal Na lrkotika l,USU La lw 

Journa ll,Vol.3.No1, 2015, Hall. 97 
7Ibid, hlm 54.  
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METODE PENELITIAN 

Jeinis peineilitian ini adalah peineilitian hulkulm normatif, yakni penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto 

pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.8 Dalam rangka untuk menunjang penelitian ini maka dibutuhkan 

data, disini penulis menambah wawancara untuk keperluan data dari penelitian in. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa penelitian normatif tidak 

menutup kemungkinan membutuhkan data.9 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, metode penelitian kuantitatif 

adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data yang bersifat numerik dan terukur 

secara kuantitatif. Metode ini cenderung mengutamakan pengujian hipotesis atau teori dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Disparitas Tuntutan Jaksa Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Tujuan Hukum 

Penuntutan oleh jaksa dalam kasus penipuan didasarkan pada Pasal 378 KUHP. 

Tuntutan hukum dan prinsip keadilan memiliki hubungan erat, di mana tuntutan hukum 

terhadap seorang terdakwa diharapkan menjadi alat untuk mewujudkan keadilan, baik bagi 

terdakwa, korban, keluarga korban, maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, jaksa 

penuntut umum diharapkan memiliki kecermatan, kehati-hatian, dan kemampuan dalam 

menerapkan prinsip-prinsip keadilan saat mengajukan tuntutan hukum.10 

Tujuan hukum ialah upaya untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, 

dengan mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini dianggap sangat 

penting dalam tujuan hukum. Namun, disparitas dalam tuntutan pidana oleh jaksa penuntut 

umum di Kejaksaan Negeri Bone Bolango tidak memenuhi tujuan hukum tersebut. Dari segi 

keadilan, disparitas dalam tuntutan pidana tidak mencerminkan perlakuan yang sama di 

hadapan hukum bagi setiap individu, tanpa adanya diskriminasi. Hukum diharapkan 

                                                           
8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudj, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, 

Jakarta, 2001, Hal 13-14 
9 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Jogjakarta, 2009, Hal. 29-31 
10Arif Maulana, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Terkait dengan Konsep 

KeadilanVindikatif Menurut Filsafat Hukum Alam Pada Perkara Pidana Nomor: 

372/PID.B/2020/PN.JKT.UTR. Jurnal Fatwa Hukum, Vol.4, No.4, 2021” 
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memberikan setiap orang apa yang sesuai dengan haknya, yang memerlukan perlakuan khusus 

untuk setiap kasus. 

Dalam kasus disparitas tuntutan tersebut, terdapat perbedaan dalam lamanya 

penjatuhan tuntutan pidana antara kedua terdakwa. Terdakwa Muh Chaidir Dj Abbas dituntut 

pidana selama 2 tahun, sementara terdakwa Irdawati Abdul hanya dituntut selama 6 bulan, 

meskipun perbuatan keduanya sama. Hal ini dianggap tidak adil, terutama karena terdakwa 

Irdawati Abdul menyebabkan kerugian yang besar bagi korban, namun tuntutan pidananya 

justru lebih ringan dan cepat daripada terdakwa Chaidir Dj Abbas. Oleh karena itu, tuntutan 

pidana ini dianggap tidak memenuhi unsur keadilan. 

Dari segi kepastian hukum, hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan setiap 

individu agar tidak diganggu oleh pihak lain. Hukum juga bertugas menjamin adanya kepastian 

hukum dalam pergaulan manusia, sehingga setiap perkara harus diselesaikan melalui proses 

pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.11Disparitas dalam tuntutan pidana tidak 

mencerminkan unsur kepastian hukum karena terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana 

untuk kasus yang serupa.  

Dari sudut pandang kemanfaatan hukum, Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum 

harus mengarah pada apa yang berguna, sesuai dengan teori utilitas. Menurut pandangan ini, 

hukum harus menciptakan kebahagiaan secara menyeluruh bagi setiap individu. Dalam 

Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Gto, tuntutan pidana dianggap memenuhi unsur 

kemanfaatan karena sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Penuntut umum dianggap telah 

memberikan tuntutan yang sesuai dengan perbuatan Chaidir Dj Abbas. Hukuman 2 tahun 

penjara, yang kemudian diputus menjadi 1 tahun 6 bulan oleh hakim, dianggap setimpal dengan 

tindakannya dan memberikan efek jera yang diharapkan, serta memberikan manfaat bagi 

masyarakat. 

Sementara itu, tuntutan pidana dalam Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Gto 

dianggap tidak memenuhi unsur kemanfaatan. Perbuatan Irdawati Abdul dianggap sebanding 

dengan Chaidir Dj Abbas, namun kerugian yang disebabkan lebih besar. Tuntutan pidana 6 

bulan dianggap kurang memadai mengingat kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp. 

10.000.000”. Harapan akan efek jera mungkin tidak akan tercapai karena ringannya hukuman 

yang diterima. 

                                                           
11 Pendapat Van Kant yang dikutip oleh R. Soeroso,Op.cit,Hal. 59   
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Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Tuntutan Jaksa di Kejaksaan 

Negeri Bone Bolango 

Disparitas dalam tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku kejahatan 

tindak pidana sering terjadi. Namun, pada akhirnya, dalam proses di pengadilan, hakimlah yang 

akan menentukan apakah disparitas pidana tersebut terjadi atau tidak.12Disparitas pidana dalam 

tuntutan tidak terlepas dari kebebasan jaksa penuntut umum dalam menangani kasus-kasus 

pidana. Ini memungkinkan hakim untuk memutuskan pidana yang sesuai. Disparitas juga dapat 

terjadi ketika hakim bebas menentukan beratnya pidana, karena undang-undang hanya 

mengatur pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang tepat. 

Kemunculan disparitas dalam hukuman pidana ialah tantangan yang harus dihadapi 

dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun, dari satu perspektif, disparitas ini 

mencerminkan kebijaksanaan jaksa dalam menetapkan tuntutan hukum, namun dari sisi lain, 

perbedaan tersebut bisa menimbulkan ketidakpuasan baik bagi terpidana maupun masyarakat 

secara umum.13Munculnya rasa iri sosial dan sikap negatif dari masyarakat terhadap lembaga 

peradilan dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap penegakan hukum. Keyakinan 

masyarakat yang semakin menurun terhadap lembaga peradilan menciptakan situasi di mana 

peradilan kehilangan kepercayaan dan tidak dianggap lagi sebagai tempat yang memberikan 

keadilan bagi mereka. Dengan kata lain, terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana.14 

Karenanya, keberadaan disparitas pidana menandakan kegagalan suatu sistem dalam 

mencapai kesetaraan keadilan dalam negara hukum. Seiring dengan itu, juga akan melemahkan 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem hukum pidana.15Perbedaan dalam 

penjatuhan hukuman dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan para pelaku tindak 

pidana yang mencoba membandingkan hukuman yang mereka terima dengan mereka yang 

melakukan tindak pidana serupa atau bahkan tindak pidana yang lebih berbahaya. Demikian 

pula, mereka mungkin mempertimbangkan perbandingan hukuman di antara mereka yang 

terlibat dalam suatu tindak pidana penyertaan.16 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jaksa Penuntut Umum Bapak Santo 

Musa, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum  di Kejaksaan Negeri Bone Bolango terkait 

                                                           
12“Marlya Rettta Bangun, Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika 

di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, Jurnal Doktrin Review, Vol.1, No.1, 2022, Hal.84 
13Marlya Rettta Bangun, Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika di 

Kejaksaan Negeri Toba Samosir, Jurnal Doktrin Review, Vol.1, No.1, 2022, Hal.86 
14https://devidarmawan.wordpress.com/ problematika disparitas, diakses pada tanggal 12 Januari 2024 
15Ibid 
16“Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, Pemidanaan, USU Press, Medan, 2011, Hal. 70 

https://devidarmawan.wordpress.com/
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faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan jaksa dalam tindak pidana penipuan di 

Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Faktor-faktor tersebut yakni: 

1. Akibat yang Ditimbulkan  

Ketika kita menerapkan suatu peraturan, ketika kita menuntut seseorang berbeda dengan 

yang lain kita akan melihat akibatnya dulu. Berdasarka hasil wawamcara saya dengan 

Bapak Santo Musa,S.H.,M.H, yang menjadi salah satu tolak ukur dalam penjatuhan 

pidana kepada pelaku tindak pidana itu salah satu poin ialah akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatan pidana tersebut yang dilakukan kepada orang lain. Seperti halnya dalam 

penipuan kita melihat perbuatan pelaku ini menimbulkan kerugian, dan keresahan bagi 

korban dan masyarakat. 

2. Pertimbangan Dari Sisi Pelakunya  

Dari sisi pelakunya kita juga mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku untuk 

mewujudkan yang disebut dengan asas manfaat, ketika seseorang yang dipidanakan itu 

ternyata pelakunya suda ada kesadaran, kemdian di fakta persidangan ternyata dia sudah 

menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi, kemudian juga korban tindak pidana 

memaafkan itu juga menjadi sebuah acuan untuk kemudian menentukan hukumannya 

rendah atau tidak, sehingga terwujud asas manfaat. Dimana misalnya sesorang dijatuhkan 

pidana tinggi atau rendah kita akan lihat dari sisi manfaatnya. Seorang pelaku tindak 

pidana bisa kita hukum tinggi dengan ketentuan yang bersangkutan setelah dengan 

adanya hukuman itu dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa menyesal, sehingga 

cukup untuk menjadi balometer untuk menentukan tuntutannya. Ucap Bapak Santo 

Musa,S.H.,M.H 

3. Orangnya  

Disparitas pidana juga terjadi oleh faktor-faktor non yuridis seperti faktor sosial, 

ekonomi, dan gender. Dilihat dari pelaku yaitu perbuatan terdakwa sama-sama 

melakukan tindak pidana penipuan, faktor ekonomi juga mendorong pelaku melakukan 

penipuan. Faktor gender juga berpengaruh misalnya pelaku anak atau pelakunya 

perempuan itu memiliki mekanisme regulasi tersendiri terkait dengan penerapan atau tata 

cara mengadili pelakunya anak atau pekaunya perempuan. Jadi juga bisa nenjadi 

pertimbangan dalam melakukan hukuman atau pidana kepada pelaku tersebut. Bapak 

Andreas Atmaji, S.H.,M.H juga menambahkan misalnya ada pelaku dalam kondisi tidak 
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ideal atau mempertanggungjawabkan, ibu-ibu hamil atau ada anak kecil tentunya akan 

berbeda misalnya dengan ibu-ibu yang posisinya sehat walafiat.17 

4. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan  

Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan juga menjadi pertimbangan dalam 

kasus ini. Faktor-faktor yang meringankan terdakwa mencakup sikap sopan di 

persidangan, tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, status sebagai seorang 

ibu yang harus merawat anak-anaknya, penyesalan atas perbuatannya, janji untuk tidak 

mengulangi kesalahan, dan tidak pernah sebelumnya dihukum. Di sisi lain, faktor-faktor 

yang memberatkan termasuk dampak meresahkan masyarakat dan merugikan pihak lain 

yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.” 

5. Besarnya Kerugian yang Ditimbulkan  

Besar kerugian yang diakibatkan oleh pelaku dalam kasus tindak pidana penipuan akan 

menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim untuk memberlakukan hukuman yang 

lebih berat jika tingkat kerugiannya lebih besar, sementara untuk tindak pidana penipuan 

dengan tingkat kerugian yang kecil, hukuman dapat lebih ringan.  

Bapak Santo Musa, S.H.,M.H yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Bapak 

Andreas Atmaji, S.H.,M.H yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di 

Kejaksaan Negeri Bone Bolango menerangkan bahwa, sesungguhnya tidak ada disparitas 

ini, yang ada ialah pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman dari sudut pandang 

tingkatan perbuatan pidana juga terkait dengan sisi pelakunya dan korbannya. Jadi istilah 

disparitas itu dalam penerapan tuntutan atau hukuman mereka tidak mengenal disparitas 

bahasanya, dalam menerapkan tuntutan tetapi lebih kepada mempertimbangkan faktor-

faktornya. Ketika mereka mem P21 perkara mereka akan menilai layak atau tidak ketika 

kita nyatakan layak berarti kita sudah yakin dengan bukti yang akan kita bawa ke 

persidangan.18 

 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa disparitas tuntutan pidana belum 

mencerminkan perspektif tujuan hukum, karena kedua putusan tersebut menurut penulis belum 

mencerminkan nilai keadilan, dikarenakan dalam kedua putusan tersebut pada Putusan Nomor: 

                                                           
17Hasil wawancara bersama Bapak Santo Musa,S.H.,M.,H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 

Bone Bolango 
18Hasil wawancara bersama Bapak Andreas Atmaji, S.H.,M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan 

Negeri Bone Bolango. 
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176/Pid.B/2019/PN Gto dituntut dengan pidana penjara 6 bulan padahal dalam kronologinya 

terdakwa menyebabkan kerugian yang tidak sedikit terhadap korban. Maka penulis 

menyimpulkan disparitas tuntutan pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Tuntutan 

yang tidak memenuhi rasa keadilan otomatis tuntutan tersebut tidak memiliki kepastian hukum 

dan tidak memberikan manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa disparitas kedua tuntutan 

pidana ini tidak memenuhi perspektif tujuan hukum. 

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara penipuan di Kejaksaan 

Negeri Bone Bolango salah satunya ialah faktor akibat yang ditimbulkan, seperti hal nya dalam 

penipuan kita melihat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian dan keresahan bagi korban dan 

masyarakat. Dilihat dari sisi pelakunya misalnya terdakwa sudah meminta maaf, berjanji tidak 

akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya. 
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